
BUPATI KEPULAUAIT SELAYAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI I(TPULAUAI{ SELAYAR

NOMOR 39 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERI'BAIIAN ATAS PERATI'RAI{ BUPATI KEPI'LAUAN SELAYAR

ITTOMOR 47 TAIIUI 2019 TEI{TANG RENCANA KERJA

PEMERINTAII DAERAH TAHUN 2O2O

DENGAN RAIIMAT TUI{AIY YAI{G MAI{A ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang a

I

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan

asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap

kemampuan fiskal daerah, perubahan kebijakan

pusat, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus

dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2016-2021, proyeksi belanja perubahan yang

menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi

masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak

serta adanya penyesuaian beberapa

program / kegiatan, maka Peraturan Bupati Kepulauan

Selayar Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2020 perlu diubah dan

ditinjau kembali;



Mengingat 1

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Kepulauan Selayar Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi

Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a889);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor Ll4, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2AW tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Arc Nomor 187, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2\;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Afi Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 201 I tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 3O);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2OO8-2O28 (trmbaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana teiah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Seiatan Nomor l0
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2OO8-2O28 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
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15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1

Tahun 2OL9 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

201.8-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Seiatan Nomor 301);

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25

Tahun 2019 tentang Rencana Keq'a Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O2O

{Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2}lg
Nomor 25'l sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57

Tahun 2O2A tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2Ol9

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O2O (Berita Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2A2A Nomor 57);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2OA5-2O25

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2OA9 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Nomor 3);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 13)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2017 Nomor 73);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar (kmbaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2016 Nomor 62);

21. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun

2OL2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010

tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2O72 Nomor 3);

MEMUTUSKAI{:

PERATURAN BUPATI TENTAITG PERUBAHAN ATAS

PERATURAI{ BUPATI KEPULAUAN SELAYAR IIOMOR

47 TAHTII{ 2OI9 TEITTANG R,ENCAIIA KERT'A

PEMERIITTAH DAERAH TAHUN 2O2O.

Menetapkan
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Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran I dan L,ampiran II Peraturan Bupati Kepulauan

Selayar Nomor 47 Tahun 2OI9 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019

Nomor a18) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 19 Agustu s 2O2O

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI
I

..; J

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 19 Agustus 2020 a'Q-
I

SEKRETARIS DAERAII KEPULAUAN SELAYAR,

SULTAIT

BERITA DAERAII I(ABUPATEIT KEPULAUAIIT SELAYAR TATIUil 2O2O

NOMOR 487

7

PS+.ffiAF.si
JABS'".*,'l TglL.rCRAF /

1. SEKMA Wtr:
2. ASt$i'ilri LK
3. KABAN 3".".H

Paraf

i rt


